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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak merupakan seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Secara normatif, hal ini sudah 

dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Anak, bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang 

selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi 

yang disebabkan oleh tindak pidana.1  

Anak merupakan pemberian dari tuhan sebagai bentuk generasi penerus dari 

bangsa. Maju atau mundur suatu bangsa sangat bergantung terhadap baik buruknya 

kondisi anak baik dalam bentuk perlindungan maupun pemenuhan hak dari anak itu 

sendiri.2 Berkaitan dengan hal tersebut, maka penanganan terhadap anak dengan 

cara yang tepat dan benar merupakan kewajiban kita bersama supaya anak dapat 

 
1 Nashriana dan Sofyan KN, 2022. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Putusan Nomor : 305/Pid.Sus/2017/PN.SKY Lex 

LATA hlm. 5 Diperoleh dari http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/825 diakses 

pada 29 Juli 2022 
2 Henny Yunigsih, 2022. Ratio Legis of Chemical Castration to the Perpetrators of Sexual 

Violence against Children. Sriwijaya Law Review, hlm. 8 Diperoleh dari 

https://repository.unsri.ac.id/67350/1/Ratio%20Legis%20of%20Chemical.pdf diakses pada 29 Juli 

2022 

http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/825
https://repository.unsri.ac.id/67350/1/Ratio%20Legis%20of%20Chemical.pdf
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tumbuh dan berkembang dengan baik serta dapat menjadi pengemban risalah 

peradaban bangsa ini. 

Peran penting anak dapat dirasakan oleh masyarakat Internasional untuk 

menerbitkan dalam menempatkan anak sebagai makhluk manusia yang harus 

mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya sehingga munculah 

Konvensi PBB tentang Hak Anak.3 Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB 

tentang Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Berdasarkan 

hal tersebut pada dasarnya negara memiliki kewajiban untuk melindungi, 

mengupayakan dan menghormati hak-hak anak. Sebagai bentuk untuk menguatkan 

ratifikasi tersebut dalam upaya perlindungan anak di Indonesia, maka secara 

legislasi disahkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, pada dasarnya menjadi perlindungan hukum anak secara umum.  

Pada kurun waktu 2019 hingga 2021 kasus kekerasan seksual terhadap anak 

cukup menjadi masalah yang serius hal ini tentunya menjadi urgensi untuk menjadi 

perhatian baik dalam pengayoman ataupun perlindungan hal ini dibuktikan 

berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (KemenPPA) yang melaporkan angka kekerasan pada anak.4  

 

 
3 Iman CH, 2018, Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem 

Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, Dikutip dari Ruben Achmad, 

Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang, dalam 

Jurnal Simbur Cahaya Nomor 27 Tahun X, Januari, 2005, hlm. 24. 
4 Ardito Ramadhan. " Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 

3 Tahun Terakhir Diperoleh dari https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-

kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun diakses pada 26 Juli 2022 

https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun
https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun
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Tabel 1.1. Data Kekerasan Seksual terhadap Anak Tahun 2019 – 2021 

 

 

 

Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), 2022 

Pada data tersebut dijelaskan bahwa bentuk kekerasan yang paling banyak 

dialami oleh anak-anak adalah kekerasan seksual. Kekerasan terhadap anak 

sebanyak 11.952 kasus dengan kekerasan seksual sebanyak 7.004 kasus. Hal ini 

berarti 58,6 persen kasus kekerasan terhadap anak adalah kasus kekerasan seksual.5 

Kejahatan atau tindak pidana pada dasarnya dapat terjadi pada siapa saja dan dapat 

terjadi diperlakukan oleh seorang wanita, seorang pria, atau bahkan seorang anak. 

Anak-anak yang selanjutnya generasi bangsa.6 

Pada praktiknya terdapat kecenderungan bahwa anak sebagai korban 

seringkali terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan 

pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup 

berdasarkan hukum yang terbukti terlihat dari berita di media elektronik maupun 

media massa yang mengangkat isu kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi pada anak, 

baik kekerasan fisik maupun psikis. 7 

 
5 Ibid 
6 Nashriana. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia. Rajagrafindo Persada, 

2011, hlm. 22 
7 Hidayati N, 2014. Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia). 

Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora, hlm. 11 Diperoleh dari 

https://jurnal.polines.ac.id/index.php/ragam/article/view/496 diakses pada 29 Juli 2022 

Tahun Jumlah Kekerasan Seksual terhadap Anak 

2019 11.057 

2020 11.278 

2021 14.517 

https://jurnal.polines.ac.id/index.php/ragam/article/view/496
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Peningkatan isu kekerasan seksual terutama pada anak pada dasarnya 

merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia terutama pada hak anak yaitu 

hak untuk dilindungi yang diatur oleh konstitusi pada Pasal 28B ayat (2) UUD 

1945.8 Pedofilia merupakan upaya atau perbuatan yang secara jelas melakukan 

pelanggaran terhadap hak anak. Dalam rangka penanggulanggan kekerasan seksual 

pada anak menjadi urgensi bagi kebijakan hukum pidana sebagai penanggulangan 

masalah kejahatan.9 

Perbuatan asusila pada pelecehan seksual merupakan isu yang cukup serius 

dalam keberlangsungan baik untuk saat ini maupun masa depan, hal ini justru 

diperberat dengan gangguan fisik ataupun psikis yang dialami oleh korban. Hal ini 

seharusnya perbuatan asusila pelecehan seksual justru persoalan yang menjadi 

beban berat bagi Negara. Hal ini dapat dirasakan bahwa tidak sedikit kita 

mendengar, melihat dan merasakan secara langsung ataupun melalui media massa 

dan elektronik atas terjadinya perilaku menyimpang tersebut.10 Fenomena 

perbuatan asusila pelecehan seksual dapat ditemukan tidak hanya pada daerah yang 

relatif maju dan memiliki kesadaran hukum cukup tinggi, hal ini bahkan terjadi 

pada daerah pelosok maupun perdesaan yang relatif tetap menjunjung tradisi dan 

 
8 Sibarani, Sabungan, 2019. Pelecehan Seksual dalam Sudut Pandang Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Sol Justitio 1, No. 1 April, hlm. 4 Diperoleh 

dari  http://ojs.mputantular.ac.id/index.php/sj/article/view/218 diakses pada 11 Agustus 2022 
9 Ibid 
10 Susila, J. Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif 

Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, 4(2), 

2019 hlm. 1 Diperoleh dari https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/1795  

diakses pada 29 Juli 2022 

http://ojs.mputantular.ac.id/index.php/sj/article/view/218
https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/1795
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adat istiadat setempat, baik pada masyarakat ekonomi menengah ke atas maupun 

ke bawah.11 

 Dalam perbuatan asusila ini sendiri, kekerasan seksual dapat terbagi dalam 

beberapa contoh perbuatan antara lain percobaan rudapaksa, rudapaksa, sadisme 

pada hubungan intim, pemaksaan aktivitas seksual lain yang tidak disukai, 

merendahkan, menyakiti atau melukai korban.12 Secara hukum positif sendiri 

disebutkan bahwa kejahatan kesusilaan adalah kejahatan yang pokok perbuatannya 

berhubungan dengan masalah seksual, hal ini diatur secara normatif dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sendiri diatur dalam Bab XVI Buku 

II mengenai Kejahatan Terhadap Kesusilaan dapat dilihat pada Pasal 281 sampai 

dengan yang diatur pada Pasal 299. 

 Kejahatan kesusilaan khususnya pada kekerasan seksual, hal ini telah 

menjadi terlalu kompleks dan meresahkan serta mencemaskan masyarakat terutama 

pada kalangan perempuan, sehingga tidak dapat dipandang dari sudut mikro saja.13 

Untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan dari kekerasan seksual yang 

kompleks demikian ini, maka perlu adanya keberanian untuk mengenal maupun 

berkominikasi terhadap aspek kehidupan yang tidak muncul dengan sendirinya 

akan tetapi melalui proses-proses yang menjadi faktor terjadinya perbuatan 

 
11 Anggono, Hana Setiawati. 2015. Kendala Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual pada Anak (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes 

Surabaya). Jurnal Brawijaya University, hlm. 3 Diperoleh dari 

https://core.ac.uk/download/pdf/294926308.pdf diakses pada 1 Agustus 2022 
12 Susila, J. Op.Cit, hlm. 3 
13 Purwanti A, Hardiyanti M, 2018. Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual 

Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. Masalah-Masalah Hukum, hlm. 

2 Diperoleh dari https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/19012 diakses pada 29 

Juli 2022 

https://core.ac.uk/download/pdf/294926308.pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/19012
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demikian.14 Faktor internal ataupun eksternal sangat mempengaruhi dalam proses 

terjadinya perbuatan demikian seperti lingkungan, ekonomi, budaya, politik dan 

sosiologis. 

 Penegakan hukum pidana erat kaitannya dengan mekanisme pembuktian. 

Dalam praktiknya. pembuktian adalah inti dari persidangan perkara pidana yang 

disebabkan bahwa hukum pidana adalah proses mencari kebenaran hukum 

materiil.15  Pembuktian dalam mencari kebenaran hukum materiil pada dasarnya 

telah dimulai pada tahapan penyidikan yang ditemukan untuk mencari titik terang 

ataupun petunjuk mengenai perisitiwa yang diduga merupakan rangkaian dari 

perbuatan pidana guna dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Dalam tahap ini 

sendiri sudah menjadi proses awal dari pembuktian sebagai mencari kebenaran 

hukum materiil yaitu penyidik diberikan kewenangan untuk mencari barang bukti 

untuk menemukan ataupun menentukan tersangka.16 

 Mekanisme pembuktian hal untuk mencari maupun menemukan petunjuk 

adalah untuk mencari kebenaran materiil bahwa yang dimaksud kebenaran materiil 

sendiri ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari perkara pidana dalam 

mengaplikasikan hukum acara pidana secara tepat dan jujur dengan tujuan untuk 

 
14 Tampi, B. Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana 

Indonesia. 2010, hlm. 3 

 15 Ante S, 2013. Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana. Lex Crimen, 

hlm. 3 Diperoleh dari https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1544 diakses 

pada 29 Juli 2022 
16 Eddy O.S Hiariej. Teori & Hukum Pembuktian, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 

2013 hlm. 7 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1544
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mencari petunjuk yang mengarah kepada pelaku agar dapat didakwa pelanggaran 

ataupun kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.17 

 Pada umumnya sistem peradilan pidana dalam mekanisme hukum acara 

pidana (formeel strafrecht) pada khususnya sangat menarik perhatian betul pada 

mengenai aspek pembuktian. Peranan pembuktian dalam mengambil keputusan 

hakim sangat berpengaruh dalam pertimbangan terutama pada fakta persidangan 

untuk menemukan kesalahan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa.18 

Di sisi lain, dalam membuktikan sama saja seperti memberi atau memperlihatkan 

bukti, melakukan sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan kejahatan. 

 Kasus kekerasan terhadap anak pada dasarnya sendiri justru sulit 

diungkapkan ke permukaan layaknya fenomena gunung es. Tidak sedikit kalangan 

masyarakat, keluarga, maupun anak sebagai korban sendiri tidak mampu ataupun 

dapat menceritakan kasus kekerasan seksual yang dianggap sebagai aib yang 

memalukan, meskipun pada dasarnya kasus demikian sudah dilakukan identifikasi 

pada proses penyelidikan dan kasus kekerasan terhadap anak disebabkan sendiri 

oleh faktor struktural maupun internal.19 

Dalam mewujudkan tumbuh kembang anak, justru anak tidak mendapatkan 

perlakuan yang tidak pantas terutama pada perbuatan asusila yang dapat 

 
17 Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Putusan Acara Pidana Indonesia, 

Cet I , PT Citra Aditya Bakti, Malang. hlm.7 
18 Ibid, hlm. 9 
19 Ilyasa RM., 2021. Legal and Victimological Perspective on Sexual Violence against 

Children Cases in Indonesia. The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education. Sep 

30;3(3):281-300 hlm. 5 Diperoleh dari 

https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/iccle/article/view/48269 diakses pada 1 Agustus 2022 

https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/iccle/article/view/48269


8 

 

 
 

menimbulkan dampak fisik, psikis, kerugian materiil hingga imateriil. Selama ini 

jika terdapat perbuatan asusila terhadap anak, pada dasarnya anak sebagai korban 

justru tidak boleh untuk menanggung sendiri dampak yang telah penulis sebutkan 

di atas, kerugian ini justru harus juga menjadi tanggung jawab pelaku dalam bentuk 

ganti rugi mengenai dampak yang ditanggung oleh Anak Korban. 

Untuk menjawab hal tersebut pada dasarnya telah diatur secara normatif 

mengenai hal untuk pertanggungjawaban ganti rugi terhadap korban yang dikenal 

sebagai restitusi. Secara normatif, pada Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur bahwa: 20 

“ Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh korban atau

 keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.”  

 

Hal ini menunjukan bahwa sejatinya telah diatur mengenai hukum positif 

yang memberikan ganti rugi terhadap korban yang mengalami kerugian akibat dari 

tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. 

Seseorang tenaga pendidik antar guru hendaknya memberi contoh dan 

wibawa yang baik kepada muridnya.21 Hal tersebut justru berbanding terbalik 

dengan HW yang merupakan tenaga pendidik yaitu guru yang pada perkaranya 

melakukan perbuatan cabul. Kejadian tersebut terjadi dillakukan secara berulang-

 
20 Lihat Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5602) 
21 Nashriana dan Sofyan KN. Op.Cit. hlm.8 
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berulang dengan korban yang berbeda, setidaknya terdapat beberapa korban yang 

menjadi perilaku cabul dari HW antara 12 anak korban dan beberapa dari korban 

melahirkan seorang anak. Terdakwa yang berumur 36 tahun dilakukan penuntutan 

dengan perbuatan yang diancam dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo Pasal 

76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Berdasarkan 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, yang menjelaskan norma terhadap perlindungan anak dari tindak pidana 

kekerasan seksual disebutkan bahwa:22 

“ Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan

 memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang

 lain” 

 

Di sisi lain, pemberatan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana 

kekerasan seksual sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dalam lingkungan 

sekolah diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang 

Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 

 
22 Lihat Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) 
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tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, antara lain:23 

“  (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

 Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan

 paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak

 Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi

 setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

 kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya

 atau dengan orang lain.  

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

 oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga,

 pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani

 perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara

 bersama-sama, pidananya ditambah I 13 (sepertiga) dari ancaman pidana

 sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

 penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada

 pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana

 dimaksud dalam Pasal 76D.  

(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D

 menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat,

 gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi

 reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur

 hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling

 lama 20 (dua puluh) tahun.” 

Dalam kasus pada penulisan ini, dalam tingkat pertama Terdakwa HW juga 

dituntut oleh penuntut umum kepada majelis hakim untuk menjatuhkan pidana 

terhadap terdakwa dengan pidana mati, pengumuman identitas pelaku dan kebiri 

 
23 Lihat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) 
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kimia, denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 500.000.000, membebankan biaya 

restitusi terhadap terdakwa yang ditanggung oleh terdakwa, membubarkan Yayasan 

Yatim Piatu Manarul Huda, Madana Boarding School, dan Pondok Pesantren 

Tahfidz Madani Yayasan Manarul Huda, merampas harta kekayaan terdakwa, 

merampas barang bukti untuk disita dan dilakukan pelelangan. Pada amar 

putusannya, Pengadilan Negeri Bandung berpendapat bahwa Terdakwa telah 

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan 

sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya 

yang dilakukan pendidik menimbulkan korban lebih dari satu orang beberapa kali” 

dan dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup serta membebankan restitusi 

terhadap Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang 

tidak sesuai dengan tuntutan untuk dibebankan kepada terdakwa.24 

Akibat dari putusan tersebut, muncul berbagai pendapat dalam menanggapi 

putusan pada tingkat pertama terutama mengenai pembebanan restitusi terhadap 

negara yang kurang tepat untuk dibayarkan oleh negara. Terdapat beberapa 

pendapat bahwa restitusi hanya dapat dibebankan terhadap terdakwa serta atas 

putusan tersebut penuntut umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi 

Bandung.25 

 
24 Lihat Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg 
25 Dony Indra Ramadhan "Restitusi Herry Wirawan Tuai Polemik, Lihat Lagi Putusan 

Hakim PN Bandung" Diperoleh dari https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-

5958641/restitusi-herry-wirawan-tuai-polemik-lihat-lagi-putusan-hakim-pn-bandung diakses pada 

1 Agustus 2022 

https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-5958641/restitusi-herry-wirawan-tuai-polemik-lihat-lagi-putusan-hakim-pn-bandung
https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-5958641/restitusi-herry-wirawan-tuai-polemik-lihat-lagi-putusan-hakim-pn-bandung
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Kejahatan dari kekerasan seksual sangat meresahkan dan mendapatkan 

perhatian banyak untuk menegakan perlindungan harkat dan martabat manusia di 

Indonesia. Pemerintah bersama DPR telah mengesahkan RUU Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual menjadi Undang-Undang, pengesahan ini memiliki makna 

pertanggungjawaban negara untuk melindungi dan memulihkan korban tindak 

pidana kekerasan seksual secara komperehensif.26 

Dalam tingkat banding, majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung 

mengadili terdakwa untuk menambah hukuman yang pada awalnya pidana seumur 

hidup menjadi pidana mati, serta membebankan restitusi terhadap terdakwa.27 Hal 

ini diperkuat dengan Putusan Kasasi yang menolak permohonan kasasi dari 

terdakwa.28 Dengan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, akhirnya 

menarik untuk dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul 

“PENERAPAN RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN 

SEKSUAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH (STUDI PUTUSAN NO.  

989/PID.SUS/2021/PN.BDG DAN PUTUSAN NO. 

86/PID.SUS/2022/PT.BDG)“ 

 

 

 
26 Nurisman, E., 2022. Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Jurnal Pembangunan Hukum 

Indonesia, 4(2), pp.170-196, hlm.1 Diperoleh dari 

https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13859 diakses pada 20 Desember 2022 
27 Lihat Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg 
28 Syakirun Ni’am “ Kasasi Ditolak, Herry Wirawan, Pemerkosa 13 Santriwati, Tetap 

Divonis Mati Diperoleh dari https://nasional.kompas.com/read/2023/01/04/07400461/kasasi-

ditolak-herry-wirawan-pemerkosa-13-santriwati-tetap-divonis-mati diakses pada 18 Januari 2023 

https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13859
https://nasional.kompas.com/read/2023/01/04/07400461/kasasi-ditolak-herry-wirawan-pemerkosa-13-santriwati-tetap-divonis-mati
https://nasional.kompas.com/read/2023/01/04/07400461/kasasi-ditolak-herry-wirawan-pemerkosa-13-santriwati-tetap-divonis-mati
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka 

setidaknya terdapat beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus dalam skripsi 

ini antara lain: 

1. Apa pertimbangan hakim dalam menerapkan restitusi pelaku yang 

melakukan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan sekolah pada 

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg dan 

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan 

seksual di lingkungan sekolah pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung 

Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung 

Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan pada penulisan ini memiliki tujuan. Adapun 

tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam 

menerapkan restitusi pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan 

seksual di lingkungan sekolah pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung 

Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung 

Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku 

tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan sekolah pada Putusan 
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Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg dan Putusan 

Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg 

 

D. Manfaat Penelitian 

Pada penulisan skripsi ini secara umum diharapkan manfaat penelitian 

bersifat teoritis dan praktis, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan pemahaman dan 

pengetahuan terhadap pertimbangan hakim dalam menerapkan restitusi 

terhadap pelaku korban kekerasan seksual di lingkungan sekolah 

b. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam memahami 

perlindungan anak korban kekerasan seksual di lingkungan sekolah 

c. Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahu pertanggungjawaban pidana 

pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan sekolah 

d. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan  menjadi 

sumber kepustakaan bagi akademisi, praktisi, maupun masyarakat luas. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini dapat memberikan sebuah konsep pemahaman dalam 

penegakan hukum pidana 

b. Memberi masukan kepada penegak hukum agar menjadi pertimbangan 

dalam melakukan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual pada 

anak 
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c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan restitusi sebagai upaya 

utama dalam perlindungan saksi dan korban 

d. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pembanding 

atau masukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis 

atau bahkan lebih luas. 

e. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi 

masyarakat.  

 

E. Ruang Lingkup 

Penelitian yang ditulis dengan judul “ Penerapan Restitusi Terhadap Anak 

Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Sekolah  (Studi Putusan No.  

989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg dan Putusan No. 86/Pid.Sus/2022/PT.BDG)” tersebut 

memiliki ruang lingkup masalah yang akan dibatasi dengan pembahasan mengenai 

pertimbangan hakim dalam menerapkan restitusi terhadap pelaku kekerasan seksual 

dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan seksual sehingga nantinya 

penelitian ini akan membahas bagaimana secara normatif diatur terkait dengan 

pertimbangan hakim dalam penerapan restitusi sebagai upaya pemulihan terhadap 

korban berdasarkan fakta persidangan kemudian hal ini juga akan membahas 

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam tulisan 

ini nanti akan mengulas lebih lanjut tentang studi putusan dalam penegakan hukum 

terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak. 
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F. Kerangka Teori  

Pada dasarnya kerangka teori merupakan sanggapan dasar atau sebuah 

hipotesis yang memberikan informasi berupa keterangan situasi masalah.29 Pada 

penelitian ini akan menggunakan sejumlah teori yang berdasarkan terhadap 

permasalah yang akan dibahas supaya dapat diperkirakan akan memperoleh hasil 

seperti apa pada penelitian ini. 

1.  Teori Pertimbangan Putusan Hakim 

Putusan hakim adalah penentuan keputusan dari suatu perkara yang sedang 

di periksa dan diadili oleh hakim. Pada dasarnya, hakim memberikan pertimbangan 

dalam menentukan putusan sebagai berikut:30 

1. Pertimbangan hakim terhadap terbuktinya terdakwa melakukan 

perbuatan yang didakwakan kepadanya 

2. Pertimbangan mengenai legalitas atau dasar hukum dalam artian 

perbuatan terdakwa telah termasuk dalam tindakan pidana atau tidak 

3. Pertimbangan mengenai pemidanaan sebagai bentuk keputusan apabila 

terdakwa dapat melakukan pertanggungjawaban pidana  

 
 29 Buchari Lapau. Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis 

Dan Disertasi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013 hlm 32 
30 Teten Masduki, 2019,  Penetapan Kriteria Unsur-Unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian 

(Hate Speech) Pasal 45 A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 

(Studi Putusan Pengadilan), hlm. 2 Diperoleh dari 

https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/16275/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7&is

Allowed=y diakses pada 31 Juli 2022 

https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/16275/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/16275/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y
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Dalam praktiknya sendiri, hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan 

asas legalitas sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.31. Di 

sisi lain, Mckenzie berpendapat bahwa terdapat beberapa teori yang digunakan oleh 

hakim dalam mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusan antara lain teori ratio 

decidendi, keseimbangan, pendekatan seni dan intuisi, pendekatan keilmuan, 

pendekatan pengalaman, dan kebijaksanaan.32 

Dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan sendiri, hakim 

dapat menggunakan pertimbangan yuridis dan non-yuridis sebagai berikut: 

1. Pertimbangan Yuridis 

Pertimbangan yuridis dapat dilihat secara normatif sendiri dalam pasal 183 

KUHAP disebutkan sendiri bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan wajib 

berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti atau lebih kenal negatief 

wettelijke. Jenis dari pertimbangan yuridis yang telah dipahami antara lain:33 

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum 

2. Keterangan dari Saksi 

3. Keterangan dari Terdakwa 

4. Barang bukti 

 

 
31 Ibid 
32 Ibid, hlm. 3-4 
33 Gulo, N, 2018, Disparitas dalam penjatuhan pidana. Masalah-Masalah Hukum, 47(3), 

215-227, hlm. 8 Diperoleh dari https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17096 

diakses pada 3 September 2022 

https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17096
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2. Pertimbangan Non-Yuridis  

Pertimbangan Non-Yuridis merupakan salah satu unsur pertimbangan 

dalam menjatuhkan putusan, hakim dapat juga menggunakan pertimbangan non-

yuridis untuk menjadi dasar pertimbangannya antara lain:34  

1. Dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa terhadap Korban 

2. Kondisi Terdakwa untuk melakukan pertanggungjawaban 

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Secara asas legalitas, tanpa adanya unsur kesalahan dalam perbuatan 

melawan hukum maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana yaitu berlaku asas 

tiada pidana tanpa kesalahan (nulum poena sine culpa).35 Kesalahan dalam hal ini 

adanya pelaku tindak pidana yang melakukan dan tidak dapat melakukan dan tidak 

melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana.  

Secara sederhana dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana ialah 

syarat yang harus ada dalam diri terdakwa secara objektif dan subjektif pada 

pelakunya.36 Pertanggungjawaban pidana terpenuhi apabila terbuktinya pada 

kesalahan pelaku seluruh unsur tindak pidana, terdapat beberapa unsur dari 

pertanggungjawaban pidana antara lain37 

1. Kesengajaan (Dolus) 

 
34 Ibid, hlm. 9 
35 Mahrus Ali. Dasar Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika, 2022  hlm. 155 
36 Fadlian, A., 2020. Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis. Jurnal 

Hukum Positum, 5(2), pp.10-19, hlm. 3 Diperoleh dari 

https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556 diakses pada 4 September 2022 
37 Ibid, hlm. 6 

https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556
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2. Kelalaian (Culpa) 

3. Tidak ditemukan alasan penghapus pidana berupa pemaaf dan pembenar. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan salah satu langkah yang digunakan untuk 

mencari dan meneliti data yang didapakan dengan valid agar dapat membuat sebuah 

pembuktian dan pemahaman baru, sehingga nantinya dapat digunakan untuk 

memahami, mengantisipasi dan memecahkan suatu masalah hukum.38 Dalam 

skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini mengggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian 

hukum normatif merupakan penelitian yang menekankan dalam pengunaan data 

primer berupa hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan. Berdasarkan 

sudut ilmu yang digunakan, penelitian ini menggunakan penelitian mono disipliner. 

Penelitian dilakukan dengan pemilihan metode penelitian menggunakan satu 

disiplin ilmu antara lain disiplin ilmu hukum.39  

Jenis penelitian normatif atau yang biasa juga disebut sebagai jenis dengan 

penelitian hukum kepustakaan adalah sebuah mekanisme atau teknis yang dipakai 

pada penelitian hukum dengan menelaah berbahan bahan pustaka yang ada40. 

 
38 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, 

Prenadademia Group, Depok, 2016 hlm. 3.  
39 Sri Mamudji, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Badan Penerbit Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia, 2005, hlm. 5 

40 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Cetakan Ke-11, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009 hlm. 13-14. 
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Peneliti sendiri dalam melakukan penulisan nantinya akan meneliti dari beberapa 

aspek antara lain: 

1. Teori hukum berupa doktrin yang relevan terhadap penelitian hukum 

2. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan belum diganti 

ataupun dicabut pada yurisdiksi wilayah hukum Indonesia 

3. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg 

4. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg 

Metode penelitian hukum normatif juga merupakan penelitian yang 

menganalisis hukum sebagai sebuah kebiasaan, sebuah kepatutan dalam memutus 

suatu perkara hukum atau hukum sebagai sebuah aturan tertulis. Hal ini juga dikenal 

dengan istilah doctrinal research atau penelitian doktrinal.41 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian merupakan langkah atau metode dari suatu rancangan 

penelitian yang akan dilakukan. Terdapat beberapa metode pendekatan dalam 

penelitian ini antara lain: 42 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan Perundang – undangan adalah metode pendekatan yang 

digunakan dalam sebuah penelitian dengan cara meneliti berbagai aturan 

hukum yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. 

 
 41 Johny Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Banyumedia 

Publishing, 2006 hlm.46. 
42 Ibid, hlm. 43- 56 
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b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan ini sangat penting karena pengetahuan terhadap doktrin 

atau teori yang memiliki perkembangan sangat dinamis dalam ilmu hukum 

dapat dijadikan patokan dalam membangun sebuah argumentasi dalam 

melakukan penyelesaian terhadap isu hukum yang dihadapi, sehingga 

nantinya pendekatan ini akan dilakukan dengan bersumber pada teori – teori 

atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang akan menjelaskan 

mengenai ide yang akan digunakan dalam memberikan sebuah pengertian 

hukum. 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis studi berupa 

telaah terhadap kasus yang mempunyai hubungan signifikan dengan isu 

yang dihadapi melalui putusan pengadilan. 

d. Pendekatan Sejarah (Historical Approach) 

Pendekatan dilakukan dengan cara memahaami landasan dari 

perjalanan studi kasus berupa masa lampau dan masa saat ini pada Putusan 

yang dikeluarkan pada tingkat pertama dan tingkat banding. 

e. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) 

Pendekatan pada penelitian ini juga dilakukan dengan cara 

membandingkan putusan yang dikeluarkan pada tingkat pertama dan tingkat 

banding serta perbandingan pelaksanaan restitusi pada beberapa negara. 
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3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum 

 Metode yang digunakan pada penelitian ini terdapat pada beberapa sumber 

dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam melakukan analisis untuk menjawab 

fokus dari rumusan permasalahan antara lain: 

3.1. Bahan Hukum Primer 

Terdapat beberapa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-

undangan ataupun dokumen hukum yang diajukan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,

 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,

 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

 Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64,

 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) 

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,

 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) 

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang

 Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293,

 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) 

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 ,

 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

 Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

 Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

 Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

 Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara

 Republik Indonesia Nomor 5882) 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

 Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

 6792) 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

 Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran

 Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan

 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131) 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian

 Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167,

 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537) 

12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara

 Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi

 Kepada Korban Tindak Pidana 

13. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg 

14. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg 

 

3.2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder terdiri antara lain dari buku – buku, karya tulis, 

makalah dan artikel – artikel yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga bahan 

penelitian sekunder berberan sebagai bahan bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai sumber bahan hukum primer.43 

 

3.3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan sumber dalam penelitian yang merupakan 

bahan hukum yang akan membantu dalam memberikan petunjuk atau informasi 

yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum 

tersier terdiri dari beberapa bahan antara lain: 

1. Ensiklopedia 

2. Kamus Hukum 

 
 43  Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006 

hlm. 13. 
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3. Kamus Besar Bahasa Indonesia 

4. Berbagai bahan yang didapat dari media internet yang relevan.44 

4. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik dan pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini, penulis akan 

mencari bahan – bahan hukum dengan cara melacak bahan hukum primer, sekunder 

dan tersier atau dalam praktiknya metode ini dikenal dengan istilah studi 

kepustakaan (library research). Penelitian ini akan memberikan penjelasan secara 

deskriptif yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta 

literatur berupa buku, media elektronik yang memiliki keterkaitan dengan 

penelitian.45 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Untuk menganalisis bahan hukum, terhadap beberapa data yang didapat, 

nantinya penulis akan membuat sebuah analisa terhadap bahan hukum tersebut. 

Analisa yang akan digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif yang adalah 

sebuah prosedur pemecahan masalah atau penarikan kesimpulan dengan cara 

menyajikan dara yang telah didapat kemudian dianalisan dengan bentuk 

kesimpulan.46 

 

 

 

 
  44 Ibid. 

 45 Bahder Johan Nasution. Metode Penelitian Hukum, Bandung: Penerbit Majul, 2008 hlm 

35 
46 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit, hlm 52 
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6. Teknik Pengambilan Kesimpulan  

Pada penulisan ini untuk melakukan metode penarikan kesimpulan, penulis 

melakukan teknik berpikir induktif. Penalaran induktif merupakan proses berpikir 

yang didasarkan pada prinsip yang berlaku secara umum berdasarkan fakta yang 

bersifat khusus dalam proses induksi.47 

 
47 Ibid 
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